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BAB V

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM
KAJIAN ADMINISTRASI PUBLIK

Perkembangan Konsep, Penerapan, dan
Penelitian Public Private Partnership pada
Sektor Publik

Denok Kurniasih

Abstrak. Pada bagian ini dibahas tentang perkembangan konsep, penerapan, dan penelitian tentang
PublicPrivatePartnership.Kajiantentang PublicPrivatePartnershipmerupakansub fokusadministrasi
publik khususnya manajemen publik. Public Privat Partnership menjadi instrumen penting bagi sektor
publik untuk membiayai dan mengelola infrastruktur dan layanan publik yang sangat dibutuhkan
selama beberapa dekade terakhir. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau swasta yang dalam
konsep lain di sebut Public-Private Partnership merupakan terobosan penting yang dapat digunakan
oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala keterbatasan. Kemunculan konsep ini menjadi cara
untuk meminimalisir kegagalan program-program pemerintah akibat keterbatasan anggaran, sumber
daya, dan teknologi. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau swasta merupakan sebuah wujud
kerjasama yang didasari perjanjian khususnya dalam jangka panjang dalam rangka melaksanakan
program atau rencana yang telah disusun oleh pemerintah. Implementasi konsep Publik Private
Partnership di Indonesia muncul seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur. Pemerintah menyadari bahwa tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan
dapat dilaksanakan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Inisiasi untuk melakukan kerjasama tidak saja
dilakukan oleh pemerintahnamunjuga dapat dimunculkan oleh pihak badan usaha atau swasta. Dengan
keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta teknologi tentu kerjasama ini menjadi cara
yang tepat untuk menciptakan win-win solution bagi kedua belah pihak. Publik Private Partnership
selain dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, hal ini juga dapat
meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memberikan nilai
tambah bagi pihak-pihak yang dilibatkan dalam kerangka keadilan sosial. Perkembangan fenomena
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penerapan Public Private Partnership harus dijadikan tantangan sekaligus peluang bagi peneliti dan
akademisi di bidang administrasi publik untuk menganalisis lebih dalam berbagai masalah dan solusi
bagi berkembangnya konsep kemitraan dalam lingkup kajian administrasi publik.

Kata Kunci: public private partnership, penelitian, publicness, manajemen publik

A. Pendahuluan

Kajian administrasi publik harus dipahami secara luas untuk dapat menjelaskan
perkembangan dunia saat ini. Harus disadari bahwa fenomena yang biasanya hanya
dianalisis secara tradisional, periferi, dan kaku, dalam beberapa tahun terakhir
telah mengalami kekaburan batasan (borderless). Dalam mempelajari atau meneliti
kajian administrasi publik, peneliti dan mahasiswa dihadapkan pada berbagai sub
bidang kajian yang semakin semakin luas dan menyangkut berbagai bidang kajian
lain. Hal tersebut terjadi seiring dengan munculnya berbagai fenomena tanpa batas
yang pada akhirnya menyamarkan batasan kajian administrasi publik. Realitas
kontemporer saat ini menggambarkan bahwa monopoli atau dominasi pemerintah
atau negara dalam aktivitas organisasi pemerintah lambat laun mulai tergantikan
dengan kemunculan lembaga-lembaga non pemerintah yang berkiprah di urusan-
urusan publik. Oleh sebab itu obyek penelitian bidang administrasi publik semakin
mengalami perkembangan, salah satunya adalah terkait dengan meningkatkan peran
badan usaha atau swasta dalam pelaksanaan program-program pemerintah (Liang,
M. et al, 2019).

Melemahnya dominasi pemerintah pada aspek tertentu serta berkembangnya
makna hubungan pemerintah dan badan usaha atau swasta semakin terlihat nyata
manakala muncul 3 fenomena kunci berikut ini: pertama, adalah munculnya
lembaga-lembaga mixed yaitu organisasi yang memiliki karakteristik campuran
antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang berpengaruh dalam proses
kebijakan publik. Kedua, mekanisme pasar semakin banyak dilakukan dalam regulasi
dan pengalokasian sumber daya. Ketiga, munculnya banyak kerjasama lintas batas

yang merupakan respons keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Pada
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akhirnya akan muncul berbagai fenomena regulasi yang bersifat global untuk tujuan
yang lebih luas (Koppell, 2010). Sejalan dengan hal tersebut fakta bahwa governansi
publik dalam perjalanan paradigma administrasi publik semakin menemukan
jalannya. Pemerintah tidak bisa lagi dominan dalam pengambilan kebijakan ataupun
pelaksanaan program dan kegiatannya.

Dalam menganalisis persoalan publik, sekarang tidak lagi bisa dilakukan secara
kaku memisahkan menjadi masalah privat dan publik. Saat ini sulit memisahkan
antara masalah publik dan masalah privat. Sebagai contoh, apakah masalah polusi
udara itu murni masalah privat ataukah justru polusi itu merupakan masalah
publik?. Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang penyebabnya bisa jadi
karena kepentingan ekonomi suatu pribadi atau kelompok bisnis. Bisa juga polusi
udara terjadi karena lonjakan jumlah kendaraan bermotor dengan kandungan
emisi yang melebihi ambang batas. Maka persoalan polusi udara bisa diteliti
dari aspek kepublikan dan bisa juga dikaji dari analisis persoalan privat. Contoh
tersebut menunjukkan bahwa saat ini semakin banyak masalah-maslah privat yang
berkembang menjadi masalah publik. Pada awalnya suatu masalah berada di ranah
privat, tetapi karena dampaknya yang meluas maka persoalan tersebut menjadi
persoalan publik. Oleh sebab itulah kajian administrasi publik seiring dengan
berkembangnya makna kepublikan itu sendiri.

Tulisan ini bertujuan memberikan alternatif kajian administrasi publik dari sisi
yang lebih terbuka dan mengikuti perkembangan fenomena kepublikan (publicness).
Penelitian dalam lingkup administrasi publik tidak lagi hanya terbatas pada kajian-
kajian struktural seputar negara atau pemerintah. Salah satu alternatif kajian
administrasi publik yang menarik untuk diteliti adalah berkaitan dengan kemitraan
antara pemerintah dan badan usaha atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan
pelayanan publik dan pembangunan. Para ilmuwan, akademisi, dan mahasiswa
program studi administrasi publik harus lebih meluaskan cakupan atau ranah
penelitian pada bidang-bidang kajian di luar aktivitas rutin pemerintah. Kajian
kemitraan pemerintah dan badan usaha atau swasta menjadi salah satu hal menarik

yang dapat dijadikan obyek penelitian saat ini (C.Cui, et.al, 2018).
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Public Private Partnership menjadi instrumen penting bagi sektor publik untuk
membiayai dan mengelola infrastruktur dan layanan yang sangat dibutuhkan selama
beberapa dekade terakhir (Shcomaker, 2020). Kemunculan awal konsep Public Private
Partnership di tahun 1990 an ini membawa angin segar bagi efisiensi pelaksanaan
program-program pemerintah. Fenomena kemitraan pemerintah dan badan
usaha atau swasta yang dalam istilah ini disebut sebagai Public Private Partnership
merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha atau
swasta dengan karakeeristik kerjasama jangka panjang untuk menghasilkan sebuah
produk dan jasa yang saling memberikan keuntungan termasuk menanggung risiko
dan biayanya. Public Private Partnership banyak diterapkan pada proyek-proyek
pemerintah di bidang infrastruktur seperti pengembangan jalan tol, kawasan industri,
atau pemanfaatan lahan pemerintah untuk sektor bisnis (Hurk, 2018; C.Cui, et.al,
2018; Melville, 2017).

Selama ini banyak proyek-proyek pemerintah yang mengalami keterlambatan
waktu pengerjaan karena alasan pendanaan, khususnya pada proyek infrastruktur
(Flybjerg 2007; Cantarelli 2011). Proyek pemerintah sangat mengandalkan dana
dari pemerintah dan juga sumber daya manusia dari pemerintah. Oleh sebab itu
seringkali proyek-proyek infrastruktur gagal dilaksanakan karena mekanisme
pembiayaan yang rumit dan memakan waktu. Melalui kerjasama dengan badan
usaha atau swasta maka hal tersebut dapat lebih dieliminasi. Pemerintah dapat
melakukan sharing sumber daya dan juga risiko dengan bdan usaha atau swasta.
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Public Private Partnership akan dapat
merealisasikan proyek yang lebih inovatif dengan lebih efisien daripada bentuk
pengadaan tradisional (Ghobadian et al. 2004; Hodge,et.al, 2010). Jadi kata kunci
dalam implementasi Public Private partnership adalah efisiensi dan keberlanjutan
sebagai jantungnya teori ini.

Peningkatan keterlibatan swasta dalam pembangunan ekonomi serta keinginan
untuk mengurangi dominasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah publik
menjadi alasan utama mendorong berkembangnya konsep Public Private Partnership

(Ismail & Haris, 2014). Konsep Public Private Partnership (PPP) memang sering
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menimbulkan kontroversi, namun partisipasi pihak swasta terkadang justru menjadi
penolong dalam penambangan suatu bisnis (Ke, et.al, 2009). Misalnya objek wisata
yang dikelola oleh pemerintah, yang perkembangannya sebagian besar jauh tertinggal
dari yang dikelola swasta. Begitu pula dengan pelaku usaha di sektor jasa keuangan,
banyak BPR yang berkembang karena didukung oleh bank swasta. Untuk itu
keberadaan swasta harus dimaknai sebagai sistem kontingensi (Warsen, et.al, 2018).
Artinya pelaksanaan Public Private Partnership akan sangat tergantung pada situasi
dimana usaha berkembang dan kesesuaian jenis usaha yang akan dikembangkan
(Bjarstig & Sandstrém, 2017).

B. Kerangka Dasar Teori
Administrasi Publik dan Public Private Partnership

Sebelum membahas secara lebih detail tentang Public Private Partnership, perlu
dipahami terlebih dahulu keterkaitan konsep Public Private Partnership dengan
kajian administrasi publik. Secara garis besar fokus utama kajian administrasi publik
meliputi 2 hal penting, yaitu kebijakan publik dan manajemen publik. Kebijakan
publik menggabungkan pengetahuan teknis dengan realitas sosial dan politik yang
kompleks tetapi tetap jelas bahwa kebijakan publik dibuat untuk menghadapi
masalah dimana Kebijakan publik dapat berupa undang-undang atau peraturan
sejenis (Fischer & Miller, 2007). Sedangkan manajemen publik banyak diartikan
sebagai upaya organisasi publik untuk mengimpor proses manajemen dan perilaku
sektor privat (Boyne, 2002). Manajemen publik juga dikaitkan dengan upaya
menggerakkan sumber daya untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh
kebijakan publik (Keban, 2008).

Perkembangan administrasi publik saat ini salah satunya banyak membahas
tentangmanajemen publiksebagaibagian darikajianadministrasi publikkontemporer.
Kemunculan manajemen publik diawali dengan kritik terhadap kegagalan birokrasi
dalam melaksanakan berbagai urusan publik. Pemerintah dianggap sangat dominan

dalam menyediakan pelayanan publik, sehingga pelayanan yang dihasilkan tidak
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memiliki daya saing. Berdasarkan kritik yang diberikan kepada sektor publik,
selanjutnya mulai berkembang manajemen publik dengan bentuk yang lebih fleksibel
dengan mekanisme pasar (Hughes, 2004). Pada periode awal kemunculan ilmu
administrasi publik, pemikiran terhadap organisasi pemerintah sebenarnya telah
disarankan oleh Woodrow Wilson (Shafritz & Hyde, 1997) untuk menjadi lebih
bersifat bisnis. Dengan berkembangnya manajemen publik, pemerintah diharapkan
dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen, seperti efisiensi dalam penggunaan
sumber daya, efektivitas, orientasi pada pelanggan, ketergantungan pada kekuatan
pasar, dan memiliki kepekaan yang lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat.

Manajemen publik selanjutnya mengalami perkembangan pemikirian sehingga
memunculkan paradigma baru dalam administrasi publik yang banyak dikenal
sebagai New Public Management (NPM). Berbeda dengan paradigma sebelumnya
yaitu Old Public Administration yang fokus pada penyediaan pelayanan publik
melalui organisasi pemerintah, maka fokus manajemen publik baru diarahkan pada
pencapaian kinerja organisasi yang memenubhi nilai efisiensi dan efektivitas. Memang
masih banyak perdebatan tentang manajemen publik baru sebagai paradigma baru
administrasi publik, namun fenomena adopsi sektor privat ke dalam sektor publik
telah banyak dilakukan pada pertengahan tahun 1990 an, termasuk kerjasama
dengan sektor swasta atau badan usaha.

Pemikiran tersebut diperkuat dengan kemunculan reinventing government yang
menghendaki sebuah pemerintahan yang berjalan seperti organisasi swasta (Osborn
& Gaebler, 1992). Pelibatan peran swasta atau badan usaha di sektor publik bahkan
digambarkan sebagai wujud baru dari governance. Padangan bahwa birokrasi telah
mengalami kegagalan dalam menjalankan urusan publik menyebabkan dorongan
terhadap pelibatan sektor swasta dalam urusan-urusan publik. Terkait dengan
hal ini, maka implementasi Public Private Partnership merupakan bagian dari
upaya melibatkan sektor swasta atau badan usaha untuk meningkatkan efisiensi
dan responsibiltas pemerintah terhadap masyarakat. Maka jelas bahwa penelitian
tentang Public Private Partnership merupakan bagian yang sangat relevan dengan

kajian administrasi publik.
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Administrasi publik tradisional yang berkembang sekitar abad ke 20 telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pendekatan tradisional yang banyak
didominasi oleh kekuasaan negara atau pemerintah kemudian berubah ke bentuk
manajemen publik yang lebih banyak mengakomodasi kepentingan pasar. Birokrasi
dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga peran swasta atau badan
usaha mendapatkan peluang untuk ikut berperan dalam menyediakan pelayanan
publik. Artinya telah terjadi perubahan pola hubungan antara pemerintah dan warga
negara yang selanjutnya membangun paradigma baru dalam administrasi publik
(Hughes, 2004). Pola hubungan antara pemerintah dengan swasta serta masyarakat
inilah yang disebut sebagai paradigma governance.

Governance dalam hal ini merupakan konsep yang luas yang mewakili
keseluruhan kualitas hubungan antara warga negara (swasta dan masyarakat umum)
dan pemerintah yang memuat nilai-nilai responsivitas, efisiensi, kejujuran dan
keadilan (Ferranti, et.al, 2009). Pada era government, pemerintah memainkan
peranan penting dalam mengendalikan masyarakat. Sedang dalam paradigma
governance banyak kelompok dan kepentingan yang terlibat secara langsung dalam
perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (Nelissen, 2002; Chhotray & Stoker,
2009). Konsep governance memperhitungkan seluruh aktor dan area kebijakan
yang berada di luar “eksekutif inti” yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan
(Richard & Smith, 2002). Konsep governance selanjutnya mengisi perkembangan
fenomena administrasi publik yang tidak lagi didominasi oleh pemerintah sehingga
oleh Koppell (2010) disebut sebagai governmentless.

Kemunculan konsep Public Private Partnership sebenarnya sudah terjadi
sejak 40 an tahun yang lalu dan mengalami perkembangan pada tahun 1990an.
Pembahasan tentang Public Privat Partnership sejak awal banyak dilakukan di
ranah ilmu ekonomi dan manajemen. Pada ranah ilmu ekonomi, Public Private
Partnership telah banyak dibahas tentang bagaimana menyusun kontrak perjanjian
kerjasama, menghitung pembagian keuntungan, bagaimana mengoperasikan proyek
yang dikerjasamakan, serta bagaimana merancang tender proyek (Spielman et.al,

2010; Ross dan Yan, 2015). Tantangan ke depan bagi ilmuwan dan akademisi serta
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mahasiswa administrasi publik adalah meneliti fenomena penerapan Public Private
Partnership dalam kacamata teori administrasi publik.

Seiring dengan berkembangnya lokus dan fokus kajian disiplin administrasi
publik, isu tentang Public Private Partnership mulai diteliti oleh para peneliti di bidang
administrasi publik (Koppell, 2010; Kolesnikov et.al, 2018; Wang, et.al, 2018).
Namun demikian belum banyak kajian tentang Public Privat Partnership yang secara
spesifik membahas dengan menggunakan teori dan konsep administrasi publik.
Secara umum kajian terhadap Public Private Partnership banyak menggunakan latar
belakang teori ekonomi, misalnya terkait teori biaya dan transaksi. Selain itu Public
Private Partnership juga telah mulai dianalisis dalam perspektif manajemen publik
dan kebijakan publik, misalnya terkait jejaring stakeholders, public choice, teori-teori
pemerintahan, mekanisme penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. Ranah
kajian lainnya dalah menggunakan perspektif manajemen organisasi, misalnya teori

stakeholders, efisiensi, dan kelembagaan (Wang et.al, 2018).

Public dan Publicness

Dalam ranah administrasi publik, tidak pernah ada definisi yang jelas dari
“publicness”. Tampaknya ada semacam krisi identitas mengenai perkembangan
makna publicness, hal ini disebabkan kurangnya kerangka konseptual yang konsisten.
Dalam sebuah penelitian, dikatakan bahwa ketidakjelasan makna publicness atau
kepublikan kini semakin mempengaruhi tidak hanya teori administrasi publik
tetapi juga ranah praktik administrasi publik (Pesch, 2008). Ketidakjelasan makna
kepublikan ini pada akhirnya membuat para ahli menyusun analogi dari berbagai
pendekatan seperti ekonomi, politik, generik, dan lain sebagainya.

Mengapa kita perlu memahami makna publik dan publicness?. Dalam administrasi
publik, lokus dan fokus kajiannya berjalan seiring dengan berkembangnya makna
publik itu sendiri. Memahami penerapan konsep Public Private Partnership tidak
akan terlepas dari pemaknaan apa itu publik dan apa itu privat. Oleh sebab itu kita

harus memahami terlebih dahulu apa itu publik dan apa itu privat.
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Mendiskusikan tentang makna kepublikan akan banyak dipertentangkan
dengan privatisasi. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan analogi publik yang
dilawankan dengan kata privat (Pesch, 2008) dan analogi itu juga memudahkan
kita untuk memahami realitas sosial yang terjadi di sekeliling kita. Konsep publik
dan privat mengatur tanggung jawab kita, kepemilikan kita, kebebasan dan kendala
kita, bahkan rahasia kita. Beberapa obyek digunakan untuk membedakan publik
dan privat, seperti polusi udara, infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh sebab itu
ruang lingkup publik dan privat menjadi sangat luas. Pertama, ’privasi’ umumnya
berkaitan dengan sesuatu yang individual atau tersembunyi, sedangkan ’publisitas’
biasanya berkaitan dengan sesuatu yang kolektif atau terbuka (Weintraub, 1997).

Bovaird dan Loffer (2009) menjelaskan tentang makna publik sebagai sekelompok
orangatau kelompok masyarakat dimana kelompok tersebut mendiami suatu domain
publik. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa publik merupakan konsep yang
berkaitan dengan proses politik dimana publik menjadi bagian di dalamnya yang
mampu melakukan dialog dalam menghasilkan keputusan-keputusan politik untuk
menyelesaikan masalah masyarakat. Pada pertengahan tahun 2010 an, pola publicness
mengalami banyak perubahan dari yang tadi nya sangat berlawanan dengan privat
menjadi semakin tidak jelas atau samar-samar. Pada sektor perbankan misalnya yang
dianggap sebagai sektor privat, pada akhirnya berkembang menjadi masalah publik
karena meningkatnya kontrol politik dan faktor eksternal lainnya. Artinya makna
kepublikan juga berjalan seiring dengan tingkat kendali politik pada suatu negara.
Semakin besar kendali politik suatu negara maka semakin menjadi sektor publik.

Makna kepublikan juga dikaitkan dengan dampak suatu masalah yang terjadi
di masyarakat. Sampai sejauh mana dampak msaalah yang ditimbulkan merupakan
indikator yang dapat membedakan publik dan privat. Masalah publik merupakan
masalah yang memiliki dampak terhadap kepentingan seluruh masyarakat secara
luas. Masalah politik akan mempengaruhi banyak aspek sosial kemasyarakatan,
sechingga layak menjadi perhatian pemerintah. Sementara itu, masalah privat
memiliki kecenderungan berdampak pada internal pribadi sesecorang. Masalah privat

tidak akan mengganggu kepentingan orang banyak sehingga tidak perlu diatur

Administrasi Publik New Normal | 129



oleh pemerintah. Contohnya adalah masalah rumahtangga, cara beribadah, dan
sebagainya. Namun demikian, masalah privat bisa berkembang menjadi masalah
publik manakala suatu masalah privat kemudian memberikan dampak terhadap
masyarakat luas. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan pemerintah harus
memberikan perhatian untuk menangani masalah tersebut. Sehingga pada akhirnya
masalah privat juga bisa menjadi masalah publik. Contohnya, Covid-19 yang
awalnya adalah masalah pribadi sebagai penyakit yang dialami satu orang, namun
karena kemudian penyakit tersebut menyebar sangat luas dan cepat dan berdampak
pada banyak aspek, maka hal ini menjadi masalah publik.

Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa makna kepublikan telah
didefinisikan dengan sangat beragam oleh 24 perguruan tinggi di Thailand
(Charnnarong, 2018). Sebagian besar dari responden yang diteliti menyatakan
bahwa makna publik adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau publik itu
sendiri. Beberapa definisi publik dirangkum sebagai berikut ini.

Definisi ‘Public’ secara umum

1. Masalah publik

2. Sesuatu yang menjadi perhatian banyak orang

3. hak istimewa untuk menggunakan sesuatu secara bersama-sama

4. Bagian dari masyarakat

5. Peluang untuk mendapatkan kesamaan (equality)

6. Masyarakat atau warga negara

7. Aktivitas bersama

8. Partisipasi publik

9. Kebijakan publik

10. Pelayanan Publik
Sumber: Charnnarong, 2018.
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Persamaan dan perbedaan antara sektor publik dan swasta sering terjadi menjadi
perdebatan dalam literatur tentang administrasi publik, politik, dan ekonomi.
Menjelaskan makna publik dan privat dapat pula dilakukan dengan membedakan
kepemilikannya. Perbedaan konvensional utama antara organisasi publik dan swasta
adalah kepemilikan mereka. Organisasi privat atau perusahaan swasta biasanya
dimiliki oleh pengusaha atau pemegang saham, sedangkan organisasi publik
dimiliki secara kolektif oleh anggota komunitas politik. Sementara itu perbedaan
secara kontras lainnya juga ditunjukkan dari faktor pendanaan. Organisasi privat
atau swasta biasanya didanai secara pribadi sehingga menjadi milik pribadi atau
perseorangan atau kelompok. Tidak seperti mitra swasta yang didanai dari pribadi
atau pembayaran dari pelanggan, lembaga publik didanai sebagian besar melalui
perpajakan.

Organisasi sektor publik dikendalikan terutama oleh kekuatan politik, bukan
kekuatan pasar sebagaimana terjadi di organisasi privat atau swasta. Pada organisasi
publik banyak dipaksakan atau dikendalikan oleh sistem politik daripada sistem
ekonomi. Namun demikian menurut Bozeman (1987), tidak ada organisasi yang
sepenuhnya publik atau privat. Sebaliknya organisasi swasta dan organsiasi publik
dapat dipengaruhi oleh variabel kepublikan itu sendiri. Sebuah penelitian yang
dilakukan oleh Andrews et.al (2011) menjelaskan bahwa variabel publicness telah
memberikan pengaruh terhadap kinerja suatu organisasi. Variabel publicness yang
diturunkan menjadi dimensi kepemilikan, pendanaan, dan kontrol memiliki
pengaruh yang signifikan dalam menentukan kinerja organisasi publik. Oleh sebab
itu kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam konsep Public Private Partnership
merupakan isu penting untuk diteliti karena penerapan konsep Public Private
Partnership ini juga berkaitan dengan dimensi kepemilikan, pendanaan, dan juga
kontrol politik suatu pemerintahan.

Meluasnya makna kepublikan menyebabkan semakin berkembangnya kajian
administrasi publik. Penelitian dalam lingkup administrasi publik juga semakin
meluas dari yang tadinya hanya berkutat pada masalah negara atau pemerintah

menjadi ke persoalan-persoalan kerjasama atau kolaborasi antara pemerintah dengan
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berbagai sektor lainnya. Penelitian terkait kerjasama atau kemitraan pemerintah
dengan sektor swasta atau badan usaha memiliki nilai strategis yang menarik untuk
dikembangkan. Apalagi dengan kejadian Pandemi Covid-19, isu Public Private
Partnership menjadi semakin penting untuk dikaji. Masalah dampak Pandemi
Covid-19 ini bukan lagi berada di ranah pemerintah saja tetapi juga sektor swasta
atau badan usaha. Pemerintah telah melibatkan sektor swasta atau badan usaha dalam
menyelesaikan masalah ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan kesehatan akibat
Covid-19. Oleh sebab itu penelitian Public Private Partnership di era new normal ini
dapat menjadi alternatif isu yang menarik untuk dikaji khususnya berkaitan dengan
pelaksanaan program-program kerjasama pemerintah dengan sektor swasta atau

badan usaha dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Organisasi Publik versus Organisasi Privat

Untuk memahami mengapa organisasi publik perlu bekerjasama dengan
organisasi privat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu karakteristik organisasi
publik dan organisasi privat. Kedua jenis organisasi ini tentu memiliki karakteristik
yang berbeda, terutama jika dilihat dari orientasi atau tujuannya. Dengan dua
karakteristik yang berbeda, maka hubungan kemitraan antara organisasi publik
dan privat menjadi menarik untuk diteliti. Dosen dan mahasiswa dapat meneliti
model kemitraan yang dijalankan oleh pemerintah dengan sektor privat atau badan
usaha dengan melihat perbedaan karakeeristik keduanya. Oleh sebab itu memahami
perbedaan antara organisasi publik dan organisasi privat menjadi penting untuk
dilakukan.

Dalam konteks administrasi publik, dimensi organisasi berkenaan dengan siapa
atau kelompok mana yang harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yg
telah diputuskan. Organisasi secara umum banyak didefinisikan sebuah kelompok
orang atau masyarakat yang memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai. Menurut
Stanford (2005) organisasi tidak hanya terdiri dari struktur organisasi, tetapi juga
proses yang ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dengan

demikian organisasi akan terdiri dari struktur, proses, dan sumber daya manusia.
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Pada perkembang teori organisasi, perdebatan mengenai organisasi publik
dan organisasi privat terus menjadi perhatian para ahli. Kesamaan dan perbedaan
antara organisasi publik dan organisasi swasta telah sering diperdebatkan di literatur
tentang administrasi publik, politik dan ekonomi (Boyne, 2002). Belum ada
pemahaman secara konklusif yang disepakati bersama terkait dengan persamaan
dan perbedaan antara organisasi publik dan organisasi privat. Di satu sisi organisasi
publik dan organisasi swasta dianggap memiliki perbedaan dalam beberapa hal yang
jelas (Rainey, 2009). Pada saat bersamaan, beberapa ahli memegang pendapat bahwa
setiap organisasi, baik publik atau pribadi tidak memiliki perbedaan (Boyne, 2002).

Meskipun demikian, sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa
terbanyak banyak perbedaan daripada persamaan antara organisasi publik dan
organisasi privat (Rahman Khan, A & Khandaker, 2016). Persamaan dan perbedaan
antara organisasi publik dan privat disimpulkan dapat dianalisis berdasarkan
konsep dasar organisasi. Beberapa elemen yang dijadikan dasar untuk menganalisis
perbedaan atau persamaan keduanya antara lain berkenaan dengan tujuan, barang
dan jasa, sumber daya, kepemilikan, struktur dan desain organisasi, kepemimpinan
dan manajemen, pengambilan keputusan dan budaya organisasi. Secara umum
elemen dasar organisasi berkenaan dengan hal-hal tersebut sehingga dapat diketahui
persamaan dan perbedaan operasionalisasinya.

Dalam pandangan Mead & Warren (2016), organisasi publik dan privat memiliki
beberapa perbedaan di antaranya berkaitan dengan kepemilikan, orientasi, otoritas,
dan kedudukan dalam perundangan. Tabel berikut menunjukkan perbedaan antara

sektor privat dan sektor publik.
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Tabel 1. Perbedaan Sektor Publik dan Privat

Publik

Privat

Dewan, departemen, otoritas

Organisasi bisa bersifat profit oriented
atau nirlaba

Manajer bekerja untuk kepentingan
publik

Manajer bekerja untuk kepentingan
yang lebih terbatas

Bertanggung jawab melalui pemilihan
umum (langsung atau tidak langsung)

Bertanggungjawab melalui pasar
(market)

Coersive (bersifat paksaan)

Voluntary (sukarela)

Pembiayaan dari pajak

Didanai melalui penjualan barang dan
jasa, sumbangan, dan kinerja kontrak

Membuat perundangan/peraturan

Mengikuti/mematuhi perundangan/
peraturan

Dapat dibubarkan sesuka hati oleh para
pemilih / warga negara

Hanya dapat dihapus oleh pengelola/

manajer

Dimiliki oleh warga negara/masyarakat

Dimiliki oleh individu

Mencerminkan nilai-nilai mayoritas

Alat pelibatan masyarakat, advokasi, dan
wujud ekspresi individu.

Sumber: Mead & Warren, 2016

Semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi oleh organisasi publik -
seperti pemerintah - mendorong keterlibatan sektor privat dalam upaya meningkatkan
kinerja organisasi publik. Bahkan berkembangnya organisasi-organisasi yang semi
profit, quasi publik atau quasi privat juga menunjukkan bahwa organisasi publik
sudah tidak lagi mendominasi. Selain itu, beberapa tahun belakangan ini telah

terjadi peningkatan riset-riset tentang kolaborasi atau kemitraan antara organisasi

sektor publik dan privat (Mead & Warren, 2016).
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Namun demikian, salah satu hasil penelitian menjelaskan bahwa keputusan
untuk mengembangkan proyek melalui kolaborasi atau kemitraan dan kerjasama ini
memang sangat kompleks. Tidak semua organsiasi publik mampu menjalin kemitraan
dengan sektor privat atau badan usaha (McGuire & Silvia 2010). Beberapa faktor
yang mempengaruhi keputusan untuk bermitra atau berkolaborasi dipengaruhi oleh
lingkungan masyarakat dimana organisasi itu berkembang, karakteristik internal
organisasinya, dan bagaimana para pengambil kebijakan merespon kebutuhan
akan kemitraan ini. Jadi intinya responsivitas organisasi publik dalam menjalankan
kemitraan itu dipengaruhi oleh 3 aktor, yaitu publik/warga negara, birokrasi, dan
pengambil kebijakan (Krueathep, et.al, 2010).

Perdebatan tentang pentingnya kolaborasi ataupun kemitraan yang dibangun
oleh organisasi publik dan privat memang masih terus berkembang. Ada kelompok
yang mendukung bahwa kolaborasi dan kemitraan dapat meningkatkan efektivitas
pelayanan publik, namun tidak sedikit pula yang membantah hal tersebut (lihat
Adger dan Jordan 2009; Howlett, et.al, 2009; Hysing 2009; Tunzelmann 2010).
Rumitnya hubungan antara sektor publik dan privat disebabkan perbedaan
karakteristik keduanya, yaitu satu pihak sangat mengedepankan nilai-nilai publik,
di sisi yang lain sektor privat atau badan usaha lebih berorientasi pada keuntungan.

Kemungkinan terjadinya kegagalan dalam kemitraan sektor publik dan privat
dijelaskan dalam pandangan Agency Theory tentang adanya konflik kepentingan
yang dapat terjadi antara agent (manager) dan principal (owner) (Eisenhardt, 1989).
Konflik yang kemungkinan terjadi dalam pengelolaan urusan milik pemerintah
antara lain berkaitan dengan pembagian keuntungan antar shareholders, keputusan
kepada siapa pelayanan diberikan, konflik tentang pengawasan dan kewenangan-
kewenangan lainnya (Ghosh & Whalley, 2008). Pandangan agency theory merupakan
konsekuensi lahirnya sistem manajemen modern yang menghendaki adanya
pemisahan yang jelas antara pemilik modal (owner) dan pengelola (manager). Oleh
sebab itu pola hubungan antara pemilik modal dan pengelola menjadi sangat penting

untuk diperjelas.
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Untuk mengatasi kelemahan pada implementasi kemitraan publik dan privat,
Morphet (2008) mengemukakan tentang pentingnya strategic partnership atau
kemitraan strategis. Kemitraan strategis merupakan konsep pemberian layanan
melalui jalinan kemitraan dimana pemanfaatannya dapat digunakan untuk
berbagai kepentingan, khususnya pemerintah. Kontrak kemitraan dapat diperluas
untuk memungkinkan kemitraan strategis dapat melakukan pekerjaan tambahan
untuk organisasi lain atau otoritas lokal lainnya. Kemitraan strategis inilah yang
menjadi kunci utama dalam pelaksanaan Public Private Partnership khususnya
dalam pemberian layanan untuk sektor publik. Dijelaskan oleh Morphet bahwa
karakteristik strategic partnership antara lain.

1. Menunjukkan keselarasan diantara mitra

2. Menekankan pentingnya relationship

3. mencakup pemberian layanan oleh suatu badan atas kepentingan bersama atau
melalui kerja bersama

Bercita-cita untuk memberikan nilai lebih dari sekedar perjanjian tradisional
Bersama-sama dalam berbagi risiko dan keuntungan

Mengharapkan perubahan perilaku diantara mitra

Menunjukkan kepercayaan dan komunikasi yang baik

Fokus menghasilkan outcomes daripada outputs

RS BRI

Menunjukkan kerjasama dalam perencanaa, pengawasan, pemecahan masalah,
dan pembuatan keputusan melalui unit kemitraan strategis, serta adanya sharing
ide dan sumber daya.

10. Berbasis keterbukaan dan kejujuran (keuangan yang terbuka)

11. Mendukung peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan

12. Memberikan keuntungan bagi semua mitra.

Dengan demikian, kemitraan dalam bentuk apapun merupakan bentuk
keniscayaan yang terjadi saat ini. Mengimplementasikan bentuk kemitraan juga dapat
digunakan untuk menilai seberapa besar responsivitas pemerintah atau organisasi

publik dalam menghadapi perkembangan tuntutan masyarakat. Tantangan yang
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dihadapi organisasi publik ke depan adalah bagaimana memanfaatkan jejaring
kemitraan untuk penyusunan dan implementasi kebijakan serta bagaimana organisasi

mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap aktivitas organisasinya.

C. Analisis dan Pembahasan

Perkembangan Penerapan Public Private Partnership

Pada bagian ini dibahas tentang Public Private Partnership sebagai salah satu
tema penting dalam administrasi publik yang menarik untuk dikaji. Public Private
Partnership merupakan bentuk kemitraan yang dilakukan antara organisasi publik
dalam hal ini adalah pemerintah dengan organisasi privat atau badan usaha. Dalam
bahasa Indonesia, Public Private Partnership sering diartikan sebagai Kemitraan
Publik Swasta (KPS). Public Private Partnership merupakan sebuah pendekatan yang
diadopsi untuk meningkatkan nilai ekonomi dari luaran atau produk pemerintah
seperti infrastruktur yang berada di ranah kewenangan sektor publik. Banyak peneliti
telah mengeksplorasi penerapan Public Private Partnership untuk meningkatkan
efisiensi penyediaan infrastruktur (C.Cui, et.al, 2018).

Meningkatnya kesadaran akan keterbatasan sumber daya yang dimiliki
pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, mendorong pelibatan sektor
swasta sebagai mitra untuk mencapai nilai-nilai efisiensi dan efektivitas. Meskipun
tidak ada definisi tunggal tentang Public Private Partnership, secara luas konsep ini
dipandang sebagai pelaksanaan kerjasama jangka panjang yang diwujudkan dalam
kontrak resmi antara pemerintah dan swasta atau badan usaha. Sebagai mana definisi
dari Asian Bank Development (ADB), Public Private Partnership didefinisikan
sebagai kemitraan antara lembaga sektor publik dan swasta, yang secara khusus
menargetkan pembiayaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengoperasian fasilitas
dan layanan infrastruktur yang secara tradisional disediakan oleh sektor publik.
Usaha kolaboratif ini dibangun berdasarkan keahlian dan kapasitas proyek mitra
dan didasarkan pada perjanjian kontrak, yang memastikan sesuai dan disepakati

bersama.
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Public Private Partnership merupakan pendekatan pengadaan barang dan jasa
yang inovatif di mana publik dan swasta sebagai pelaku usaha bekerja sama untuk
mengembangkan infrastruktur dan memberikan layanan publik, berbagi risiko,
biaya, dan manfaat secara efisien. Efisiensi merupakan tujuan utama dari penerapan
Public Private Partnership, bahkan efisiensi dianggap seperti jantung dari konsep
ini (Warsen, et.al, 2018). Oleh sebab itu penerapan Public Private Partnership
dianggap sebagai cara inovatif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas
kinerja pemerintah yang efisien. Isu lain yang juga berkembang pada penerapan
Public Private Partnership adalah transparansi, kepercayaan, kerjasama, komunikasi,
partisipasi publik, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Transparansi terdiri dari
dua elemen, transparansi “eksternal”, yaitu sejauh mana informasi internal dapat
dilihat oleh publik, dan transparansi “internal”, yang mengacu pada ketersediaan
informasi dan kemampuan untuk membuat kesimpulan dari kedua belah pihak
(Reynaers & Grimmelikhuijsen, 2015).

Banyak perspektif yang dapat digunakan dalam memahami penerapan Public
Private Partnership yang telah dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini telah
dirangkum beberapa perbandingan definisi dan konteks penerapan Public Private

Partnership menurut para ahli ataupun lembaga yang telah menerapkan.
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Tabel 2. Perbandingan Definisi Public Privat Partnership (PPP)
Nama Teoris/lembaga Definisi Sifat hubungan

PPP adalah “pengaturan kerja/working arrangements”
yang dilakukan

Bovaird berdasarkan komitmen bersama (yang tersirat dalam
setiap kontrak) antara organisasi sektor publik dengan
organisasi lain organisasi di luar sektor publik.

Pengaturan kerja/working
arrangements

Suatu bentuk kerjasama terstrukeur

antara sektor publik dan swasta secara kemitraan

dalam perencanaan/konstruksi dan/atau infrastrukeur
dan fasilitas, dimana mereka juga berbagi atau
mengalokasikan kembali risiko, biaya, manfaat, sumber
daya dan tanggung jawab.

Koppenjan Kerjasama terstrukeur

PPP dapat didefinisikan sebagai pengaturan di mana
pihak swasta berpartisipasi atau memberikan dukungan
Grimsey and dalam penyediaan infrastrukeur. Proyek kemitraan
Lewis akan menghasilkan kontrak bagi entitas swasta dalam
menyediakan infrastrukeur publik berbasis

jasa.

Pengaturan

PPP bertujuan untuk meningkatkan

German PPP efisiensi proyek infrastruktur dengan cara kolaborasi
Task Force jangka panjang antara sektor publik dan sektor bisnis/
swasta. Sebuah pendekatan holistik penting disini.

Kolaborasi

Sebuah usaha kerjasama antara sektor publik dan swasta,
Canadian dibangun di atas keahlian masing-masing mitra, itu
Council of terbaik bertemu publik yang didefinisikan dengan jelas Usaha kooperatif
PPPs kebutuhan melalui yang sesuai alokasi sumber daya,
risiko dan imbalan.

Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) adalah sebuah
pengaturan yang diwujudkan dalam kontrak antara
badan publik (federal, negara bagian atau lokal) dan
National entitas scktor swasta. Melalui perjanjian ini, keterampilan
Council of dan aset masing-masing sektor (publik dan swasta)

PPPs (US) dibagikan dalam memberikan layanan atau fasilitas untuk
penggunaan umum publik. Selain berbagi sumber daya,
masing-masing pihak berbagi dalam risiko dan potensi
imbalan dalam proses penyampaian layanan dan/atau
fasilitas.

Kontrak

Kontrak yang mengikat secara hukum antara pemerintah
dan sektor bisnis untuk penyediaan aset dan pemberian
layanan yang mengalokasikan tanggung jawab dan risiko
bisnis di antara berbagai mitra.

Partnerships
British
Columbia

Kemitraan berbasis kontrak

Sumber : Garg & Garg, 2017
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Tujuan dikembangkannya Public Private Partnership adalah untuk menjadikan
program-program pemerintah berjalan secara efisien dan berkelanjutan, contohnya
dapat dilihat pada proyek-proyek pemerintah dalam jangka panjang yang dilakukan
melalui kerjasama dengan badan usaha atau pihak swasta. Hubungan antara partisipasi
sektor swasta dengan sektor publik dalam menciptakan keberlanjutan suatu program
memang sangat kompleks. Keterlibatan sektor swasta menjadi sangat sulit dilakukan,
karena harus mememenuhi kaidah-kaidah hukum pemerintahan. Bisa dibayangkan
bagaimana sulitnya menjaga kepercayaan masyarakat apabila ada sebuah proyek
pemerintah yang dikerjasamakan dengan badan usaha atau swasta?. Belum lagi
jika dikaitkan dengan orientasi kedua belah pihak yang memiliki perbedaan secara
mendasar. Sektor privat memiliki orientasi pada perolehan keuntungan, sementara
sektor publik lebih berorientasi pada pemberian pelayanan publik. Hal inilah yang
menyebabkan partisipasi sektor swasta menjadi kompleks dan penuh kontroversi.

Berbeda dengan konsep privatisasi yang menyerahkan urusan sepenuhnya pada
sektor swasta, model Public Private Partnership tetap memberikan kewenangan
yang besar pada pemerintah untuk mengatur kesepakatan kerjasama dan juga tetap
menguasai kepemilikan obyek yang dikerjasamakan. Prinsip inilah yang menjadikan
PPP sangat berbeda dengan konsep privatisasi maupun korporasi di sektor publik.
Konsep korporasi dan privatisasi dapat mengalihkan kepemilikan obyek kepada pihak
swasta. Corporate governance merupakan seperangkat aturan yang mendefiniskan
hubungan antara stakeholders, manajemen dan pengelola perusahaan yang dapat
mempengaruhi bagaimana perusahaan itu dijalankan. Corporate governance juga
menyediakan struktur yang objektif dimana pengawasan ditentukan (OECD,
2015). Contoh bentuk korporasi dapat dilihat pada Badan Usaha Milik Negara/
Daerah, dimana saham perusahaan dapat dimiliki perseorangan atau badan usaha
di luar pemerintah. Kepemilikan sahaman pada sistem korporasi tidak dibatasi oleh
pihak manapun. Sementara itu privatisasi merupakan bentuk pengelolaan organisasi
yang menyerahkan sepenuhnya pada sektor swasta secara permanen. Artinya ketika
negara memilih melakukan privatisasi itu sama artinya dengan menjual aset negara

karena kepemilikannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak non pemerintah.
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Public Private Partnership (PPP) merupakan kesepakatan jangka panjang antara
entitas publik dan organisasi sektor swasta atau badan usaha di mana kedua belah
pihak membawa skill masing-masing yang saling melengkapi dan mengasumsikan
tingkat risiko yang berbeda untuk mengembangkan fasilitas umum (Chan, et.al,
2010). Dalam beberapa tahun terakhir, konsep PPP telah berkembang dengan cepat
dan sekarang dianggap oleh banyak pemerintah sebagai sarana untuk menjembatani
kesenjangan infrastruktur yang besar. Selain itu, banyak pemerintahan menggunakan
konsep PPP untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik yang modern
dan berkelanjutan, seperti bandara, pelabuhan, jalan raya, rumah sakit, dan sekolah.
Berikut ini ringkasan beberapa proyek PPP yang sering dijadikan sebagai obyek
penelitian (C. Cui, et.al, 2018).

Transportasi (transportasi, jalan raya, dan jalan raya)

Kesehatan/rumah sakit (kesehatan dan rumah sakit)

Persediaan air

Jaringan (jaringan dan telekomunikasi)

Pembangkit listrik/energi (pembangkit listrik, energi, bioenergi, dan lainnya)
Perumahan (perumahan, perumahan murah, perkebunan, dan konstruksi)
Angkutan kereta kota (angkutan kota dan perkotaan angkutan kereta api)
Pembangunan perkotaan (pembaruan perkotaan dan pengembangan lahan)
Education/school (pendidikan dan sekolah)

. Penanganan limbah

o ® N NN A D

—
o

11. Rel (rel kereta api kecepatan tinggi)

Implementasi PPP pada kenyataanya juga tidak selamanya berjalan dengan
baik. Banyak juga kasus-kasus kegagalan pelaksanaan kemitraan pemerintah
dengan sektor swasta atau badan usaha. Perihal kunci yang menyebabkan kegagalan
implementasi PPP adalah regulasi. Seringkali regulasi pemerintah tidak sejalan
dengan prinsip pelaksanaan PPP terkait perjanjian jangka panjang. Perencanaan
anggaran di pemerintahan seringkali tidak sesuai dengan prinsip bisnis dimana
kebutuhan modal itu menjadi penting. Selain itu perencanaan anggaran juga belum

mampu mengakomodir kepentingan jangka panjang (anggaran multy years). Pada
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akhirnya pembiayaan sebuah proyek menjadi masalah yang sangat mempengaruhi
keberhasilan target kinerja proyek pemerintah (Kolesnikov, et.al. 2018). Selain itu,
untuk dapat melaksanakan proyek dengan perjanjian jangka panjang bukanlah
hal yang mudah dilakukan oleh pemerintah. Aspek hukum dalam pelaksanaan
PPP sering dikesampingkan sehingga kualitas kekuatan hukum yang mestinya
memayungi proyek pemerintah menjadi sangat lemah. Hal tersebut menyebabkan
dampak yang tidak menguntungkan bagi sektor publik.

Manajemen risiko merupakan ciri dari ekonomi modern yang merupakan bagian
penting dari implementasi Public Private Partnership. Oleh sebab itu implementasi
Public Private Partnership sebagai hubungan kerjasama antara pemerintah dengan
sektor swasta banyak ditafsirkan sebagai ciri khas ekonomi modern yang terjadi di
sebuah negara. Perkembangan pesat berbagai bentuk Public Private Partnership di
semua wilayah di dunia dan penyebarannya yang luas di berbagai sektor ekonomi
memungkinkan untuk menafsirkan bentuk interaksi antara negara dan bisnis ini
sebagai ciri khas ekonomi modern (Tolstolesova et. al, 2019; Martynova, et.al.,
2019). Berikut beberapa model implementasi Public Private Partnership yang telah

banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

1. Build-Operate-Transfer (BOT)

Model BOT umumnya digunakan untuk mengembangkan aset secara terpisah
dari seluruh jaringan, misalnya jalan tol. Struktur sederhana ini memberikan
kebebasan terbesar bagi mitra sektor swasta selama konstruksi dan sektor publik

menanggung risiko ekuitas.

2. Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)

Sektor swasta membangun dan memiliki fasilitas selama masa kontrak, dengan
tujuan utama menutup biaya konstruksi (dan lainnya) selama tahap operasional. Di
akhir kontrak fasilitas tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah. Struktur ini

cocok ketika pemerintah memiliki kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang besar
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karena ekuitas dan risiko komersial tetap berada pada sektor swasta selama masa

kontrak. Model ini sering digunakan untuk kontrak sekolah dan rumah sakit.

3. Build-Own-Operate (BOO)

Ini adalah struktur yang mirip dengan BOOT, tetapi fasilitas tidak ditransfer ke
mitra sektor publik. Transaksi BOO mungkin memenuhi syarat untuk status bebas

pajak dan sering digunakan untuk pengolahan air atau pembangkit listrik

4. Design-Build

Kontrak diberikan kepada mitra swasta untuk merancang dan membangun
fasilitas atau infrastrukcur dengan memberikan spesifikasi kinerja dalam kontrak
KPS. Jenis kemitraan ini dapat mengurangi waktu, menghemat uang, memberikan
jaminan yang lebih kuat (karena pekerjaan dilakukan dengan entitas tunggal daripada

konsorsium) dan mengalokasikan risiko proyek tambahan ke sektor swasta.

5. Design — Build — Finance (DBF)

Sektor swasta membangun aset dan mendanai biaya modal selama periode

konstruksi (pembangunan) saja. Setelah itu diserahkan kepada pihak pemerintah.

6. Design — Construct — Maintain — Finance (DCMF)

Design, Construct, Maintain dan Finance sangat mirip dengan DBE Entitas
swasta membuat fasilitas berdasarkan spesifikasi dari badan pemerintah dan
menyewakannya kembali kepada mereka.

7. Operation & Maintenance (O & M)

Operator swasta dalam kontrak O & M mengoperasikan dan memelihara aset

untuk mitra publik, biasanya pada tingkat yang telah disepakati diikuti dengan
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kewajiban tertentu. Pekerjaan tersebut sering kali disub-kontrakkan ke perusahaan
perawatan spesialis. Pembayaran untuk kontrak ini bisa melalui biaya tetap, di mana
pembayaran sekaligus diberikan kepada mitra swasta, atau lebih umum lagi biaya
berbasis kinerja. Dalam situasi ini, kinerja diberi insentif dengan menggunakan
mekanisme pain share/gain share, yang memberi penghargaan kepada mitra swasta atas
kinerja yang berlebihan (sesuai dengan kontrak yang disepakati) atau menyebabkan
pembayaran penalti untuk pekerjaan yang gagal.

Dengan demikian, model Public Private Partnership memiliki dua karakeeristik
yang mendasar, yaitu pertama bahwa model kerjasama dilakukan dengan
tanggungjawab keuangan atau pembiayaan ada pada sektor publik atau pemerintah.
Pemerintah menjaga agar pelayanan publik dapat dipastikan sampai ke masyarakat.
Perusahaan swasta bertindak sebagai pemasok otoritas publik tersebut. Kedua,
model kerjasama dimana secara konsesi perusahaan swasta bertindak atas nama
pemerintah, warga negara membayar perusahaan swasta untuk layanan tersebut,
dan pemerintah menjaga kendali, dan keuntungan sesuai dengan kontrak atau
perjanjian. Karakteristik pertama menunjukkan bahwa pemerintah berhadapan
langsung dengan masyarakat sebagai penyedia layanan, sementara pada karakteristik
model yang kedua, pihak swasta yang langsung berhadapan dengan masyakarat

dengan tetap mendapatkan pengawasan dari pemerintah.

Peluang dan Tantangan Penelitian tentang Public Private Partnership

Penelitian terhadap fenomena penerapan Public Private Partnership (PPP) telah
berkembang dalam perspektif yang cukup beragam. Peneliti dari disiplin ilmu yang
berbeda mengambil kesimpulan yang berbeda berdasarkan sudut pandang atau
perspektif teoritis masing-masing untuk mengeksplorasi fenomena PPP. Berbagai

perspektif PPP dari disiplin ilmu yang berbeda ditunjukkan melalui gambar berikut.
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Gambar 1. Landasan Teori untuk Penelitian PPP dari Berbagai Disiplin limu
(Sumber: Penelitian C. Cui, et.al, 2018).

Seiring dengan perkembangan dinamika Ilmu Administrasi Publik, kajian
tethadap Public Private Partnership juga semakin beragam. Obyek penelitian yang
semakin berkembang juga menyebabkan fokus kajian dan dimensi penelitian
menjadi lebih beragam. Tema-tema penelitian tentang Public Private Partnership
menurut C. Cui, et.al (2018) antara lain adalah.

Keuangan dan penerapan PPP

Kelangsungan ekonomi

Manajemen risiko dan faktor-faktor keberhasilan
Manajemen kontrak PPP

Manajemen kinerja

AN A S o e

Governance dan Kebijakan
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Mengacu pada pendapat Yuan et al. (2009), untuk mengukur kinerja
implementasi Public Private Partnership dapat menggunakan indikator kinerja kunci
(a key performance indicators) yang dikategorikan dalam 5 sistem berikut,

1. Projects physical characteristics;
Financial and marketing indicators;
Innovation and learning indicators;

Stakeholders’ indicators; and

RN SIS

Process indicators.

Berbagai tema atau topik penelitian PPP tersebut jika diklasifikasikan maka
akan mengerucut menjadi menjadi 5 hal berikut, yaitu kinerja, kontrak, risiko, nilai
uang/ekonomi, dan faktor kelembagaan. Bagi peneliti di bidang Ilmu Administrasi
Publik, akan lebih tepat jika meneliti pada permasalahan kinerja (bagaimana
mengukur keberhasilan Public Private Partnership, proses kolaboratif, dan faktor
kelembagaan. Namun demikian semakin berkembangnya makna kepublikan
berpengaruh pula terhadap keluasan penelitian terhadap implementasi Public
Private Partnership. Keluasan bidang penelitian pada fokus tentang Public Private
Partnership ditunjukkan dengan semakin beragamnya fokus kajian, dimensi, dan
indikator dalam sebuah penelitian.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan penerapan Public Private

Partnership sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.
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Tabel 3. Perkembangan Riset Public Private Partnership

Dimensi/Indikator/Fokus

Judul Lokasi Kajian Peneliti
S Rianne Warsen,
What makes public-private Kepercayaan José Nederhand, Erik
partnerships work? Survey Proyek PPP di | Kooperasi Hans Klijn
research into the outcomes and 4 be Jn,

. L Belanda Manajemen Sanne Grotenbreg
the quality of cooperation in Kineri o K -
PPPs inerja organisasi & Joop Koppenjan

(2018)
Public=Private Partnerships: Kasus PPP di | Implikasi penerapan PPP Martijn van den Hurk
Where Do We Go From Here? A . . .
; ) Belgia terhadap Kebijakan Publik | (2018)
Belgian Perspective
Performance Evaluation of
Public-Private Partnership Proyek Kinerja PPP:
Pm]ect:' Sfrom the Per:]')ectwe renovasi 1. Eﬁswhns‘l Xuhui Cong
of Efficiency, Economic, perumahan 2. Efektivitas and Li Ma (2018)
Effectiveness, and Equity: A rakyat di 3. Ekonomi
Study of Residential Renovation | China 4. Keadilan
Projects in China
' Implementasi PPP: Yu.A. Kolesnikov, A.V.
Problems of Implementation of Proyek 1. Relasi Publik Pavlyuk
Public-Private Partnership in infrastruktur 2' RZ ajiasiu ! Yu.N. Radachinsky
Russia di Rusia s N.D. Rodionova
(2018)
Yao Yu
Review of social responsibility . Responsibilitas Sosial: Robert Osei-Kyei,
. Studi pustaka . o .
Jactors for sustainable .| Economic Responsibility Albert Ping Chuen
development in public—private b zrl:)iaeieIr)kI))anal Community Development | Chan,
partnerships proy: Responsibility Chuan Chen,
Igor Marte (2017)
. ManagemenF Competency: | Al M. Mis carihi,
Competency Requirements Personal attributes and
g o A Mohammad S. Al
for Managing Public Private Proyek abilities Refai. Bader Aved Al
Partnerships (PPPs): The Case of | Infrastruktur Skill QZ iii’ ader =ye
Infrastructure Projects in Jordan di Jordan %lpeﬂlezce N ; & Marzouq A. Qeed
owledge, training an (2012)
qualification
The evolution of public—private Proyck . Mo.del Implementasi PPP: .
. investasi Policy transfer Gail Sheppard and
partnership in Ireland: a . A . .
. perbankan di | Institutional capacity Mactthias Beck (2018)
sustainable pathway? Itlandia building

Sumber: berbagai publikasi
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Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian tentang Public Private
Partnership, menunjukkan bahwa fenomena implementasi Public Private Partnership
dapat diteliti dalam berbagai perspektif. Beberapa perspektif yang digunakan antara
lain berkaitan dengan pendekatan manajerial, kebijakan, perspektif nilai, dan sumber
daya manusia. Hal ini menjadi tantangan bagi para peneliti administrasi publik untuk
lebih mengembangkan lagi berbagai sudut pandang penelitian tentang implementasi
Public Private Partnership. Pada beberapa hasil penelitian juga menunjukkan adanya
kegagalan dalam implementasi Public Private Partnership. Penerapan konsep Public
Private Partnership memang tidak selamanya mendapat apa yang disebut value for
money (efisiensi, efektivitas, dan ekonomi). Kesimpulan penting dari berbagai hasil
penelitian menunjukkan bahwa, konsep Public Private Partnership tidak hanya
dilakukan untuk membagi (sharing) masalah keuangan tetapi juga risiko yang bisa
saja terjadi. Artinya dengan kemitraan ini diharapkan tanggungjawab penyediaan
layanan publik tidak akan terhalangi oleh berbagai berbagai kendala. Pihak swasta
membantu tidak saja dalam penyediaan sumber daya tetapi juga risiko yang harus
ditanggung bersama. Oleh sebab itu penelitian terhadap implementasi Public
Private Partnership sangat menarik dilakukan terutama dalam proses kolaborasi
yang dilakukan antara pemerintah dan swasta, termasuk di dalamnya isu-isu tentang

koordinasi, kepercayaan, dan kinerja.

D. Kesimpulan

Konsep Public Private Partnership atau Kemitraan Publik-Swasta telah menjadi
alat yang populer untuk menyediakan infrastruktur dan layanan publik di seluruh
dunia. Konsep ini telah banyak dianggap sebagai bentuk pengadaan publik yang
inovatif karena dapat mengatasi keterbatasan pemerintah dalam hal keuangan dan
kemampuan lainnya. Berbagi tugas dengan pihak swasta atau korporasi menjadi
sebuah jalan yang tepat untuk mengatasi kendala anggaran dan kompetensi bidang
proyek dan kegiatan pengadaan yang seringkali justru dikuasai oleh pihak privat.
Dalam pendekatan ini, Public Private Partnership telah menarik banyak perhatian

dari kalangan akademisi untuk untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang PPP
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melalui berbagai penelitian. Di era New Normal, kemitraan antara pemerintah dan
swasta justru semakin mengemuka dalam berbagai bentuk kerjasama pelaksanaan
program-program pemerintah. Fenomena kerjasama pemerintah dan swasta dengan
berbagai seluk beluk persoalannya sangat relevan untuk menjadi fokus penelitian di
bidang administrasi publik. Oleh sebab itu penelitian terhadap implementasi Public

Private Partnership menjadi sangat relevan dilakukan saat ini.
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